





PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAN LALU 
LINTAS MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KECAMATAN 
MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG 
A. Syarat Yang Harus Dipenuhi Pihak Pelaku Sebelum Melaksanakan Proses 
Perdamaian Kecelakaan Lalu Lintas  Secara Hukum Adat 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Desa Pulogeto yaitu 
Ujang Jakardi diperoleh keterangan, bahwa ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi atau disiapkan pihak pelaku sebelum melaksanakan proses perdamaian 
kacelakaan lalu lintas secara adat yaitu : 
1. Tepung Setawar, dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib dipenuhi 
yaitu sedingin dan batu perdamaian adat. 
2. Biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban. 
3. Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan 
bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam. 
4. Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat 
yang diderita korban atau uang bangun jika  korban meninggal dunia. 
5. Menyiapkan iben basen damai (sirih berasan perdamaian) yaitu : 
a) Gamea (gambir). 
b) Bakeak (pinang). 
c) Opoa (kapur). 





e) Odot (tembako). 
f) Rokok dawen (rokok daun). 
Dengan susunan yaitu sirih yang didalam bakul sirih, tangkai nya disusun 
menghadap kepada lawan bicara, setelah itu dibelakangnya disusun kapur, 
gambir, pinang dan tembakau, bisa juga ditambah dengan rokok daun atau 
rokok nipah. Letak alat campuran sirih ini boleh disusun dua baris, boleh juga 
satu baris. Sirih, kapur dan gambir berada disebelah kanan daun sirih. 
Disebelah kiri daun sirih adalah tembakau dan daun rokok yang sudah 
digulung. Daun sirih jumlahnya tujuh lembar, letak nya tidak boleh tegak, 
ataupun miring. 
6. Biaya izin musyawarah perdamaian kepada kepala desa (rajo). 
7. Punjung perdamaian. 
8. Menyiapkan surat perdamaian. 
9. Punjung serawo. 
Adapun yang hadir dalam musyawarah perdamaian  penyelesaian 
sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat ini antara lain : 
1. Para pelaku dan korban termasuk keluarga para pihak. 
2. Kepala Desa dari pihak pelaku dan Kepala Desa tempat tinggal korban. 
3. Ketua adat atau orang yang dituakan. 
4. Perangkat syarak atau perangkat agama. 





6. Cerdik pandai dari kedua belah pihak dan tokoh masyarakat. 
B. Proses Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut 
Hukum Adat Rejang 
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara penulis dengan para 
informan yaitu Zakaria Ketua Adat Desa Pulo Geto Baru, Ujang Jakardi Ketua 
Adat Desa Pulogeto, dan Hasman Ketua Adat Desa Durian Depun beserta 
menunjukkan,  bahwa proses dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan 
perdamaian secara hukum adat ini pada umumnya setiap desa mempunyai 
prosedur yang sama dengan beberapa tahap. Adapun tahap yang dilakukan untuk 
menyelesaikan sengketa korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat 
Rejang sebagai berikut : 
1. Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas biasanya pihak pelaku akan langsung 
berinisiatif untuk melakukan perdamaian dengan mengutus pihak ketiga untuk 
menghadap pihak korban atau keluarga korban. Pihak ketiga dimaksud bisa 
ketua adat, kepala desa, perangkat desa, atau yang mempunyai hubungan 
darah dengan pihak pelaku. Kedatangan utusan pihak pelaku bertujuan untuk 
melakukan perundingan dalam upaya melakukan perdamaian dan 
menyampaikan permohonan maaf dari pihak pelaku. Utusan pihak pelaku ini 
merupakan sebagai penengah karena pelaku khawatir, jika pelaku sendiri yang 
datang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena kondisi atau 





2. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku 
mendatangi korban yang didampingi kepala desa, perangkat desa atau 
perangkat syara’ dengan membawa sedingin. Pada saat “percik sedingin” 
pelaku menawarkan perdamaian dengan mengatakan bahwa dia sanggup 
bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Apabila pihak korban 
menyetujui perdamaian adat, maka pihak korban akan meminta tenggang 
waktu sampai korban merasa sembuh dan semua biaya pengobatan 
ditanggung oleh pelaku. Dalam hal korban meninggal dunia maka pihak 
pelaku membawa kain kafan, sedingin, dan bersedia mempersiapkan 
kebutuhan taziah selama tiga malam. 
3. Jika korban sudah sembuh dan sudah bisa melaksanakan perdamaian maka 
pihak pelaku akan datang pada pihak korban untuk menawarkan kembali 
perdamaian. Pada umumnya pihak korban akan langsung menyetujuinya yang 
kemudian kedua belah pihak akan melakukan perundingan dan pihak korban 
akan menetapkan sanksi bagi pihak pelaku, jika kedua belah pihak sudah 
sepakat maka kedua belah pihak ini akan menetapkan hari upacara 
perdamaian adat, tempat pelaksanaannya dan persiapan yang diperlukan 
dalam upacara tersebut, kemudian melapor sekaligus meminta kepada ketua 
adat untuk diadakannya upacara perdamaian atas musibah yang telah dialami 
oleh kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Musyawarah ini hanya dihadiri oleh pihak keluarga masing-masing dan 





4. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdamaian 
sesuai dengan yang telah ditentukan seperti tepung setawar yang berisi 
sedingin dan batu perdamaian (uang yang ditentukan sesuai dengan desa 
masing-masing), punjung, juga membawa iben damai. Perdamaian ini 
biasanya dilakukan di rumah korban dan waktunya tidak ditentukan baik 
malam maupun siang, dan ketua adat mengundang aparat pemerintah desa 
(kepala desa) beserta perangkatnya, ketua BPD beserta perangkatnya, tokoh 
masyarakat, perangkat syara’, serta pihak pelaku, keluarga pelaku, pihak 
korban dan keluarganya. 
5. Setelah semuanya hadir dan susunan telah selesai dibacakan oleh pembawa 
acara, maka ketua adat atau perwakilan dari pihak pelaku, menghadap kepala 
desa pihak korban dengan membawah iben damai (sirih perdamaian)
64
 yang 
tangkai sirihnya menghadap kepada lawan bicara yaitu kepala desa pihak 
korban, serta membawah biaya izin atau pamit dan kedua pihak tersebut 
langsung bersalaman, lalu perwakilan pihak pelaku memberikan sirih kepada 
kepala desa pihak korban untuk dimakan sebagai tanda penerimaan 
kedatangan pihak pelaku kerumah korban, pihak pelaku pun menyampaikan 
sepatah dua kata dalam pemberian sirih tersebut, yaitu : 
Dio ade iben, tmulung temimo iben yo amen nam iben yo mbu’ didik, 
tmulung mbuk, keme mai minai ade maksud ade tujuan ne, maksud keme lak 
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mnyelesaikan masalah ngen cao berembuk supayo pacak ite jijei sanak 
saudara. 
Artinya : 
Ini ada sirih, tolong diterima sirih ini dengan memakannya sedikit, 
kedatangan kami kesini mempunyai maksud untuk menyelesaikan 
permasalahan dengan cara bermusyawarah dan semoga bisa menciptakan 
perdamaian dan menjadi saudara.  
Lalu pihak perwakilan korban memakan sirih tersebut dan membalas 
ucapan dari pihak pelaku, yaitu : 
Au, keme temimo iben yo, keme temimo ca’o kunai kumu untuk 
menyelesaikan permasalahan ite yo, supayo pertemuan ite yo nam jijei sanak 
kluargo. 
Artinya : 
Iya kami terima kedatangan kalian untuk menyelesaikan 
permasalahan, dan semoga dengan pertemuan ini akan menciptakan 
perdamaian. 
6. Setelah sirih perdamaian diterima oleh kepala desa pihak korban maka kepala 
desa pihak korban menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk 
menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian tersebut 





7. Lalu perwakilan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan membawa 
punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada 
ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban. Kemudian 
ketua adat  langsung mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan 
nasihat adat, dan kedua belah pihak pun saling memaafkan dan bersalaman. 
8. Setelah perdamaian secara adat selesai, baru kemudian penandatanganan surat 
perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala desa dan saksi. Surat damai ini 
berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar tanggung jawab 
dan kewajiban pihak pelaku yang harus dipenuhi. Surat perdamaian tersebut 
sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak pelaku. Hal ini biasanya ketua adat 
menjadi saksi karena pihak yang berwenang adalah kepala desa. 
9. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara maka setelah selesai 
penandatanganan surat perdamaian adat, maka ketua adat akan menerangkan 
langsung kepada hadirin mengenai posisi antara kedua belah pihak dalam 
keluarga besarnya. Hal ini diresmikan dengan diserahkannya “serawo” (nasi 
ketan, kelapa parut, dan gula merah) oleh pihak pelaku pada korban. 
Selanjutnya sebagai penutup acara, perangkat syara’ membacakan doa dan 
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C. Jenis Sanksi Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelaku Dalam Hal Terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang 
Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi, yang dapat dijatuhkan bagi 
pelaku pelanggaran norma adat Rejang, sesuai dengan berat ringan, kualitas 
perbuatan pelaku. Satu perbuatan pelanggaran norma adat dapat dijatuhkan 
beberapa jenis denda sekaligus. Sanksi dalam hukum adat Rejang merupakan 
reaksi Masyarakat berkaitan dengan telah terjadi perusakan keseimbangan di 
dalam masyarakat, dapat berupa denda atau perbuatan lainnya. Jenis sanksi 
tersebut sesuai dengan tingkatannya.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada beberapa sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam hal terjadinya 
kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut :  
1. Membayar bangun 
Bagi masyarakat hukum adat Rejang, apabila ada seseorang meninggal 
dunia akibat perbuatan orang lain, maka orang yang membunuh tersebut 
diwajibkan untuk membayar denda yang disebut “Bangun”. 
Bangun adalah dikiaskan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia 
tersebut dianggap hidup kembali (bangun), karena diganti oleh orang lain 
(orang yang menyebabkan orang tersebut meninggal dunia). Makanya bagi 
masyarakat hukum adat Rejang dikenal dengan adat “Sekakan”, yaitu 
ketentuan menjadi anggota keluarga, anak angkat, bapak angkat atau saudara 





Biasanya besarnya uang bangun untuk nilai saat ini minimal Rp. 
6.000.000,- maksimalnya Rp. 8.000.000,-. Namun, nilai uangnya dapat 
berubah sesuai dengan kemampuan pihak pelaku dan permintaan pihak 
korban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang ditetapkan dalam 
musyawarah keluarga. 
2. Memotong hewan  
Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas pelaku 
pelanggaran norma adat Rejang, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah 
ayam yang paling ringan, kambing dan kerbau. Pemotongan hewan biasanya 
bagian dari punjung yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga 
korban. Pada pelanggaran tertentu maka warna ayam menjadi penting, ayam 
putih disebut monok ceuw, sedangkan ayam hitam disebut sebagai monok 
cakingan. 
3. Punjung 
Punjung adalah suatu jenis makanan yang dibentuk seperti tumpeng 
yang dilengkapi berbagai rempah-rempah dan tambahan lainnya yang harus 
diserahkan oleh pelaku kepada pihak korban sesuai dengan berat ringannya 
kerugian yang diderita oleh korban.  
Punjung ini sifatnya sakral dan sangat penting bagi pihak korban 
karena hal ini merupakan wujud dari itikad baik pelaku untuk melakukan 
perdamaian tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dengan adanya punjung 





untuk melakukan upacara tolak balak, hal ini dimaksudkan agar tidak terulang 
kembali musibah yang telah terjadi dan hal ini juga merupakan perwujudan 
rasa terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan makna yang 
diberikan melalui terjadinya musibah tersebut. Punjung dibagi menjadi dua 
jenis yaitu : 
a) Punjung mesak 
Yaitu jenis makanan yang berasal dari nasi kuning yang dibuat 
seperti tumpeng dan pada bagian atasnya diletakkan ayam panggang 
kemudian ditutup dengan daun dan dibungkus dengan kain. 
b) Punjung mateak 
Punjung mateak berisi bahan-bahan untuk membuat punjung mesak 
seperti : beras, kelapa, ayam dan rempah-rempah. 
4. Tepung setawar 
Tepung setawar adalah seperangkat perlengkapan yang digunakan 
untuk mengembalikan keadaan kesehatan seseorang, kalau dia sedang panas, 
supaya dia dingin, kalau dia pingsan supaya dia sadar (semanget)
66
 dan juga 
sebagai perwujudan minta maaf yang diwujudkan dalam suatu kemasan 
pendahuluan dalam melakukan perdamaian adat di Kecamatan Merigi 
Kabupaten Kepahiang. Dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib 
dipenuhi yaitu sebagai berikut : 
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Sedingin yaitu : bahan-bahan seperti daun sergayu atau daun 
sedingin, daun sirih, daun kundur, diikat menjadi satu, diletakkan dalam 
mangkuk atau baskom kecil lalu diberi air. Sedingin ini dipercikkan 
kepada korban. Jika korban meninggal dunia maka sedingin hanya 
diserahkan pada pihak keluarga korban. 
Sedingin adalah merupakan bentuk ungkapan permintaan maaf 
dari pihak pelaku dan rasa pertanggungjawaban pelaku atas kelalaian 
mengemudikan kendaraannya yang menyebabkan orang lain celaka. 
Sedingin ini juga disimbolkan sebagai cerminan pendingin suasana yang 
ditujukan agar permasalahan yang besar menjadi kecil dan mengapuskan 
permasalahan kecil. 
b) Batu perdamaian adat 
Batu perdamaian adat adalah wujud permintaan damai dari pihak 
pelaku terhadap pihak korban. Batu perdamaian ini biasanya berwujud 
uang yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan desa masing-masing.batu 
perdamaian ini ditentukan jumlah uangnya menurut berat ringannya luka 
yang dialami, meskipun tidak dimuat secara tertulis. Batu perdamaian ini 
diberikan kepada pihak korban diluar dari kesepakatan jumlah uang yang 







5. Membayar biaya pengobatan 
Pihak pelaku diharuskan untuk membiayai semua biaya pengobatan 
sampai pihak korban sembuh, biasanya sanksi ini dilaksanakan oleh pelaku 
setelah sedingin sampai selesainya perdamaian bahkan tidak jarang setelah 
perdamaian pihak pelaku masih tetap membiayai biaya pengobatan sampai 
korban sudah benar-benar sembuh. Dan apabila korban meninggal dunia maka 
seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh pihak pelaku. 
6. Memperbaiki kendaraan korban  
Pihak pelaku selain membiayai pengobatan bagi korban juga 
menanggung semua biaya untuk memperbaiki kendaraan korban yang rusak. 
Akan tetapi adakalanya apabila kedua belah pihak sepakat untuk bersama-
sama menanggung biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan 
lalu lintas yang mereka alami. Hal ini karena kedua belah pihak menyadari 
bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan musibah yang tidak disengaja dan 
tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. 
7. Membayar ganti kerugian 
Hal ini biasanya pihak pelaku diwajibkan untuk membayar ganti 
kerugian kepada pihak korban. Ganti kerugian ini berupa sejumlah uang yang 
pada umumnya relatif tidak sedikit, besarnya ganti kerugian ini harus dibayar 
pelaku sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan 
empat keadaan yaitu : lembem belue (lebam) sanksinya minimal Rp. 750.000,- 





1.500.000,- maksimal Rp. 2.000.000, mati bangun (meninggal dunia), dan 
cacat setengah bangun (cacat seumur hidup) sanksinya minimal Rp. 
3.000.000,- maksimal Rp. 4.000.000,-.  
Nilai uang ganti kerugian tersebut dapat berubah sesuai dengan 
kemampuan pihak pelaku dan permintaan pihak korban berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan melalui musyawarah 
keluarga. 
Jenis dan macam sanksi yang dikenakan kepada pelaku harus diputuskan 
dalam musyawarah adat kutei yang dihadiri oleh tuei kutei dan atau Ginde. Syarat 
lainnya adalah bahwa pelaku dan keluarganya dan atau kuteinya secara sukarela 
menerima sanksi tersebut. 
Menurut Ujang Jakardi selaku Ketua Adat Desa Pulo Geto mengenai 
ketentuan adat terhadap kecelakaan lalu lintas dan perkara lain telah diatur 
melalui musyawarah adat dan biayanya telah tertulis jelas, dan denda adat ini 
dimasukkan kedalam uang kas adat. Denda adat ini belum termasuk dengan denda 
yang diminta oleh pihak korban dan biaya-biaya lain seperti pengobatan. Aturan 
ini dibuat diharapkan agar tingkat kecelakaan lalu lintas di Desa Pulo Geto 
menurun karena orang berpikir, bahwa dengan denda yang tehitung cukup besar 
jumlahnya ini, maka para pengemudi kendaraan bermotor enggan untuk kebut-
kebutan di jalan, khususnya di jalan Desa Pulo Geto. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasman Ketua Adat Desa Durian 





masalah ganti kerugian adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, ketua adat 
tidak berwenang menentukan berapa besar ganti kerugian yang akan diberikan 
pelaku pada korban. Selanjutnya Hasman menerangkan bahwa apabila perkara 
tersebut sudah ditangan kepolisian sementara kedua belah pihak akan mencabut 
tuntutannya dan meminta agar perkara tersebut tidak diproses melalui pengadilan, 
namun jika kepolisian akan tetap memproses perkara tindak pidana lakalantas 
tersebut maka perdamaian akan tetap dilaksanakan dan sanksi yang telah 
dijatuhkan tidak bisa dibatalkan walaupun hukum tetap memprosesnya. 
Selanjutnya menurut Zakaria (ketua adat Desa Pulo Geto Baru) bahwa tolak ukur 
ketua adat untuk menentukan perkara lakalantas tersebut boleh diselesaikan 
melalui perdamaian jika kedua belah pihak atau salah satu pihak melapor atau 
minta didamaikan oleh ketua adat. 
Penyelesaian secara musyawarah adat ini sama dengan salah satu teori 
penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dikemukakan oleh Andri Harijanto 
Hartiman
67
, dalam buku nya Antropologi Hukum yaitu dengan cara mediasi 
(mediation), Penyelesaian sengketa dengan prosedur mediasi adalah melibatkan 
pihak ketiga yang mengadakan intervensi atau campur tangan di dalam suatu 
penyelesaian sengketa, untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa 
dalam mencapai persetujuan. Dalam hal ini, tanpa mengingat apakah para pihak 
yang bersengketa meminta bantuan mediator tersebut atau mediator ditunjuk oleh 
                                                          






pihak ketiga yang memegang kuasa, kedua belah pihak yang bersengketa hanya 
menyetujui campur tangan tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa harus 
setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari 
pemecahan. 
D. Hambatan Yang Sering Ditemui Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan 
Lalu Lintas Dengan Perdamaian Adat 
Menurut Hasman hambatan yang sering ditemui dalam menyelesaikan 
perkara lakalantas dengan perdamaian adat ini antara lain : 
1. Kurang adanya pengertian antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk 
mendapatkan kata sepakat. Hal ini terjadi jika korban merasa belum bisa 
menerima permintaan maaf dan pengakuan tanggung jawab dari pihak pelaku. 
2. Apabila permintaan dari pihak korban yang terlalu besar tanpa melihat 
kemampuan dari pihak pelaku, apalagi dalam hal korban meninggal dunia 
yang biasanya tidak ada toleransi dari pihak korban. Akan tetapi pada 
dasarnya hal ini merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung atas 
sanksi hukum adat oleh setiap pelaku dalam hal terjadinya kecelakaan lalu 
lintas. 
3. Sulitnya pihak ketiga mempertemukan kedua belah pihak karena belum 
adanya kata sepakat dari pihak korban, dan jika korban meminta perdamaian 
dilaksanakan setelah korban merasa sehat, pelaku harus menunggu jangka 
waktu yang agak lama untuk melakukan perdamaian. Meskipun demikian 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka 
dikemukan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih proses penyelesaian 
sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat di Kecamatan 
Merigi Kabupaten Kepahiang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau alasan 
yaitu : faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan, faktor keadilan, faktor 
kemanusiaan, dan faktor religius. 
2. Bahwa proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas dengan 
perdamaian menurut hukum adat di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang 
adalah sebagai berikut : 
1. Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak pelaku akan langsung 
berinisiatif untuk melakukan perdamaian. 
2. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku 
mendatangi korban dengan membawa tepung setawar. 
3. Kedua belah pihak akan melakukan perundingan dan korban akan 
menetapkan sanksi bagi pihak pelaku, jika kedua belah pihak sudah 
sepakat maka kedua belah pihak ini akan menetapkan hari upacara 
perdamaian, kemudian melapor sekaligus meminta kepada ketua adat 





4. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan 
perdamaian sesuai dengan yang telah ditentukan seperti tepung setawar, 
batu perdamaian adat, punjung dan iben damai. Perdamaian dilakukan di 
rumah korban dan waktu upacara perdamaiannya tidak ditentukan baik 
siang maupun malam. 
5. Setelah semuanya hadir dan susunan telah selesai dibacakan oleh 
pembawa acara, maka ketua adat atau perwakilan dari pihak pelaku, 
menghadap kepala desa pihak korban dengan membawah iben damai 
(sirih perdamaian) sebagai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku 
kerumah korban dan sirih damai ini diterima. 
6. Setelah sirih perdamaian diterima, maka kepala desa pihak korban 
langsung menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk 
menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian tersebut 
kepada ketua adat.  
7. Lalu perwakilan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan 
membawa punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan 
punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak 
korban. Kemudian ketua adat  langsung mendamaikan kedua belah pihak. 
8. Selanjutnya penandatanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, 
kepala desa dan saksi. 
9. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara maka setelah 





menerangkan langsung kepada hadirin mengenai posisi antara kedua 
belah pihak dalam keluarga besarnya. Hal ini diresmikan dengan 
diserahkannya serawo dan dilanjutkan  dengan makan bersama. 
B. Saran 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa 
saran yang akan penulis sampaikan, yaitu : 
1. Proses perdamaian secara adat dalam penyelesaian sengketa korban 
kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang perlu 
dipertahankan, karena dinilai efektif dibandingkan dengan lembaga hukum 
formal yang dinilai berbelit-belit, dan memerlukan waktu yang lama serta 
memerlukan biaya besar. 
2. Untuk menghindari dan menjamin adanya kepastian hukum dalam surat 
perdamaian maka dituntut pada kedua belah pihak yang berwenang untuk 
menghadirkan pihak yang bersangkutan yaitu kepala desa dan minimal 2 
orang saksi dalam penandatanganan surat perdamaian agar tidak menimbulkan 
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Tepung setawar atau sedingin yaitu bahan-bahan seperti daun sergayu atau daun 
sedingin, daun sirih, daun kundur, diikat menjadi satu, diletakkan di dalam mangkuk 
















Punjung mesak yaitu jenis makanan yang berasal dari nasi kuning yang dibuat seperti 













Punjung mateak berisi bahan-bahan untuk membuat punjung mesak seperti : beras, 















Batu perdamaian adat adalah wujud permintaan damai dari pihak pelaku terhadap 
pihak korban. Batu perdamaian ini biasanya berwujud uang yang jumlahnya 
ditentukan sesuai dengan desa masing-masing. 
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